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INTISARI

Merek merupakan suatu tanda pembeda yang digunakan dalam perdagangan
barang dan jasa. Di era globalisasi saat ini penggunaan teknologi informasi
semakin berkembang pesat sehingga menyebabkan terjadinya tindakan
pembajakan merek melalui dunia maya yang dinamakan dengan cybersquatting
atau penyerobotan nama domain. Perbuatan cybersquatting menyebabkan
kerugian bagi si pemilik merek asli dan membutuhkan kepastian perlindungan
hukumditengah kekosongan hukum yang mengatur tentang tindakan
cybersquatting di Indonesia.Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan
dengan tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi bentuk
perlindungan hukum terhadap merek dari tindakan cybersquattingdi Indonesia,
danuntuk mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi upaya meningkatkan
perlindungan hukum merek dari tindakan cybersquatting di Indonesia.Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa 1).Perlindungan hukum terhadap merek dari
cybersquatting menurut hukum di Indonesia hingga saat ini masih belum diatur
secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam
hukum merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang
Merek, Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2). Upaya untuk meningkatkan
perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dari tindakan cybersquatting
telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pendelegasian wewenangnya
kepada PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia). PANDI memberikan
persyaratan untuk membuat nama domain dengan mencantumkan pedoman
pemberian nama suatu domain dengan syarat yaitu, penamaan suatu domain perlu
memenuhi ketentuan dan persyaratan nama Merek/Hak Cipta/HKI lainnya adalah
Nama Domain terkait merek/hak cipta/HKI lainnya dari Registrant/badan-
usaha/instansi/organisasi yang didukung/dibuktikan dengan sertifikat merek/hak
cipta/HKI lainnya.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek,Cybersquatting.
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ABSTRACT

Trademark is a distinctive sign used in trade in goods and services. In the
current era of globalization is the use of information technology is growing
rapidly, causing the occurrence of acts of piracy brand through a virtual world
called cybersquatting or domain name squatting. Cybersquatting actions cause
harm to the original brand owners need certainty and legal protection amid legal
vacuum regulating cybersquatting action in Indonesia.This research is a kind of
research using normative juridical approach legislation. This research was
conducted with the objective of identifying, analyzing and evaluating forms of
legal protection of brands from cybersquatting action in Indonesia, and to identify,
analyze and evaluate efforts to improve the legal protection of brands from
cybersquatting action in Indonesia.The results of this study indicate that 1). Legal
protection of brands from cybersquatting law in Indonesia is still not regulated
explicitly in legislation in Indonesia, both in the law that governed the brand in
Law Number 15 Year 2001 on Trademarks, the Code of Criminal Code (Code) ,
and Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection, 2). Efforts to improve the legal
protection of the brand in Indonesia from cybersquatting action has been carried
out by the Indonesian government through the delegation of authority to the
PANDI (Domain Name Management Indonesia). PANDI provides the
requirements for creating a domain name with a naming guidelines include a
requirement that domain, a domain naming must comply with the provisions and
requirements of the Brand name / Trade mark Name / Name Copyright / IP other
is related to the Domain Name brand / trade mark / copyright / other Intellectual
Property Rights of the Registrant / entity-business / agency / organization that
supported / evidenced by certificates of brand / trade-mark / copyright / other
Intellectual Property Rights.

Keywords: Protection Law, Trademark, Cybersquatting.
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